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ABSTRACT

Wagf is an Islamic economic instrument with significant potential to promote community welfare, yet it
continues to face challenges related to transparency, asset certification, and public engagement. The
advancement of blockchain technology particularly the use of Non-Fungible Tokens (NFTs) presents an
innovative opportunity for the digitalization of waqgf, especially as a means of creating unique, transparent,
and verifiable asset certifications. This study employs a qualitative approach through a literature review to
analyze the potential and challenges of utilizing NFTs within the framework of sharia-compliant digital wagf.
The findings indicate that NFTs hold great promise in enhancing efficiency, expanding public participation,
and promoting digitally-driven productive waqf models. However, several critical issues remain, including
legal uncertainty, the risk of gharar (ambiguity), value volatility, and the lack of supporting infrastructure
and digital literacy. This study recommends strengthening regulatory frameworks, developing adaptive figh
guidelines, and increasing public education to support the implementation of NFTs as a waqgf instrument
aligned with maqgasid al-shart‘ah and capable of delivering broad benefits to the Muslim community.
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Abstrak

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan
umat, namun masih terkendala oleh masalah transparansi, sertifikasi aset, dan keterlibatan publik.
Perkembangan teknologi blockchain, khususnya Non-Fungible Token (NFT), menawarkan peluang inovatif
dalam digitalisasi wakaf, terutama sebagai media sertifikasi aset wakaf yang unik, transparan, dan
terverifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis
potensi dan tantangan NFT dalam konteks wakaf digital berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa NFT memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, memperluas partisipasi masyarakat, dan
mendorong model wakaf produktif berbasis digital. Namun, tantangan seperti kepastian hukum, risiko gharar,
volatilitas nilai dan rendahnya infrastruktur dan literasi digital masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini
merekomendasikan penguatan regulasi, panduan fikih yang adaptif, serta edukasi publik untuk mendorong
implementasi NFT sebagai instrumen wakaf yang sesuai dengan magashid syariah dan berdampak luas bagi
umat muslim.

Kata Kunci: wakaf digital, blockchain, non-fungible token, inovasi keuangan islam
1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran signifikan dalam
pembangunan sosial dan kesejahteraan umat [1]. Dalam sejarah Islam, wakaf telah digunakan untuk
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mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik. Imam al-
Zuhri (w. 124 H) dan para ulama klasik lainnya telah menjelaskan bahwa wakaf adalah bentuk amal jariyah
yang pahalanya terus mengalir selama aset wakaf tetap terpelihara dan dimanfaatkan. Konsep wakaf telah
diterapkan sejak masa Rasulullah SAW, di mana para sahabat turut berwakaf untuk kepentingan umum,
seperti pembangunan sumur, masjid, dan lahan pertanian [2].

Seiring dengan perubahan zaman, wakaf semakin berkembang, dari yang awalnya hanya berupa tanah dan
bangunan menjadi lebih luas mencakup wakaf uang, wakaf saham, dan kini potensi wakaf berbasis digital
mulai menjadi perhatian [3]. Di era modern ini, pengelolaan wakaf mengalami berbagai tantangan, terutama
dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan likuiditas aset wakaf [4]. Dengan munculnya teknologi blockchain
dan Non-Fungible Token (NFT), muncul peluang baru dalam digitalisasi wakaf guna meningkatkan
efektivitas dan keberlanjutannya. NFT merupakan aset digital unik yang dicatat dalam teknologi blockchain,
menjadikannya tidak dapat diduplikasi atau diubah tanpa izin. Dalam beberapa tahun terakhir, NFT telah
berkembang pesat di sektor seni, gaming, dan keuangan. Konsep unik dari NFT sebagai aset digital yang
dapat diverifikasi dan diperjualbelikan telah menarik perhatian berbagai sektor, termasuk filantropi Islam.

NFT dalam wakaf dapat digunakan sebagai sarana untuk merepresentasikan kepemilikan dan manfaat dari
aset wakaf secara digital, sehingga memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaannya. Jika
diterapkan dengan baik, NFT dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan wakaf serta memudahkan proses penggalangan dana untuk proyek-proyek berbasis wakaf. Hal ini
tentu membutuhkan kajian mendalam untuk memastikan bahwa implementasi NFT dalam wakaf tidak hanya
memberikan manfaat praktis tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Salah satu
permasalahan utama adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam aspek kepemilikan, gharar
(ketidakpastian), dan manfaat aset yang diwakafkan. Dalam figh muamalah, aset yang diwakafkan harus
memiliki manfaat yang jelas dan berkelanjutan. Selain itu, akad dalam wakaf harus jelas dan tidak
mengandung unsur riba atau spekulasi yang berlebihan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai
bagaimana NFT dapat memenuhi kriteria wakaf dalam Islam dan bagaimana mekanisme penerapannya agar
sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan. Selain itu, aspek edukasi masyarakat juga perlu diperhatikan
karena pemahaman tentang NFT dan blockchain di kalangan umat Islam masih tergolong rendah, sehingga
diperlukan sosialisasi dan pelatihan khusus bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf digital
berbasis NFT [5].

Beberapa penelitian telah membahas digitalisasi aset wakaf, tetapi masih terbatas dalam eksplorasi NFT
sebagai instrumen wakaf. Studi yang dilakukan oleh Tuasikal (2024) menyoroti peran aset digital, seperti
mata uang kripto, NFT, dan dokumen digital, dapat diidentifikasi secara pasti dan memberikan
manfaat berkelanjutan, sehingga layak dijadikan wakaf produktif untuk kepentingan umat [6]. Sementara
itu, penelitian oleh Arif et.al (2023) menekankan bahwa dalam perspektif figh, NFT dapat dijadikan sebagai
objek wakaf sebagaimana hak cipta, dengan syarat memenuhi tiga kriteria utama kehalalan, yaitu
kepemilikan yang sah, manfaat yang jelas dan berkelanjutan, serta bebas dari unsur gharar dan riba [7]. Secara
praktik, wakif dalam NFT adalah kreator yang memiliki hak cipta atas karya digital yang diwakafkan,
sedangkan mauquf berupa hak cipta NFT tersebut. Manfaat bagi mauquf ‘alaih berasal dari royalti yang
diperoleh setiap kali NFT diperjualbelikan atau digunakan sesuai kontrak pintar (smart contract). Dengan
mekanisme ini, NFT tidak hanya membuka peluang baru dalam pengelolaan wakaf tetapi juga meningkatkan
transparansi dan partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam. Namun, agar implementasinya sesuai dengan
syariah, diperlukan regulasi yang jelas serta pengawasan dari lembaga wakaf untuk memastikan
pengelolaannya berjalan optimal dan bermanfaat bagi umat [8].

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan inovasi dalam pengelolaan wakaf di era digital.
Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp180 triliun
pertahun, tetapi pemanfaatannya masih kurang optimal karena berbagai kendala administratif dan manajerial.
Banyak aset wakaf yang terbengkalai karena kurangnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaannya.
Dengan memanfaatkan NFT, aset wakaf dapat didigitalisasi dan dipantau secara transparan melalui teknologi
blockchain, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga wakaf. Digitalisasi juga memungkinkan terciptanya model wakaf yang lebih fleksibel dan
inklusif, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam wakaf meskipun dalam skala kecil.

Selain itu, penerapan NFT dalam wakaf juga dapat membantu mengatasi masalah likuiditas aset wakaf.
Dalam praktiknya, banyak aset wakaf berupa tanah atau bangunan yang sulit dimanfaatkan secara langsung
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oleh masyarakat karena keterbatasan dana untuk pengelolaan dan pengembangannya. Dengan NFT, aset
wakaf dapat direpresentasikan dalam bentuk digital dan dapat diperdagangkan dengan sistem yang sesuai
dengan syariah, seperti akad musyarakah atau sukuk wakaf. Hal ini dapat membuka peluang bagi lebih
banyak orang untuk berkontribusi dalam wakaf tanpa harus memiliki aset fisik secara langsung. Dengan
demikian, digitalisasi wakaf berbasis NFT dapat mempercepat pengelolaan dan pendistribusian manfaat
wakaf kepada masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab sejauh mana NFT
dapat menjadi instrumen wakaf digital yang sesuai dengan prinsip syariah, serta bagaimana peluang dan
tantangan dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
baru bagi para akademisi, praktisi ekonomi Islam, serta regulator dalam merancang kebijakan yang
mendukung inovasi dalam filantropi Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wakaf Digital

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki peran strategis dalam menunjang
pembangunan sosial serta memperkuat ketahanan ekonomi umat Islam [9]. Dalam zaman modern saat ini,
yang ditandai dengan akselerasi teknologi digital, praktik wakaf turut mengalami evolusi melalui integrasi
inovasi digital, yang kemudian dikenal dengan istilah wakaf digital. Istilah ini mengacu pada penerapan
teknologi informasi dalam memfasilitasi pelaksanaan wakaf, baik dalam bentuk dana tunai, aset digital,
maupun layanan berbasis daring. Perkembangan ini menciptakan paradigma baru dalam pelaksanaan amal
kebajikan, di mana keterlibatan masyarakat tidak lagi terbatas oleh jarak geografis maupun prosedur
administratif konvensional.

Secara konseptual, wakaf digital mencakup berbagai metode pemberian wakaf yang dilakukan melalui
platform digital, seperti situs resmi lembaga wakaf, aplikasi berbasis mobile, hingga teknologi blockchain.
Inovasi ini memungkinkan masyarakat Muslim untuk menunaikan wakaf secara lebih mudah, cepat, dan
transparan. Dengan dukungan sistem digital yang akuntabel dan efisien, potensi penghimpunan dana wakaf
dapat ditingkatkan secara signifikan[10]. Dalam kerangka syariah, semangat wakaf digital tetap berlandaskan
pada prinsip keikhlasan dan kesinambungan manfaat (istibdal al-manfa‘ah), sebagaimana dijelaskan dalam
riwayat hadits: ) o o o
A 2wl aly 5l ag 4 ale 5145 )a A8a0a 000 (e V) Alee e adall Gy Gl 13)
Artinya: “Apabila seorang manusia m;ninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah
Jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim)

Salah satu keunggulan utama dari wakaf digital terletak pada kemudahan akses dan fleksibilitas yang
ditawarkannya. Melalui pemanfaatan platform digital seperti aplikasi seluler maupun situs web resmi
lembaga pengelola wakaf, masyarakat dapat menunaikan wakaf secara instan tanpa terikat oleh batasan waktu
dan lokasi. Kemudahan ini menjadikan wakaf lebih inklusif dan responsif terhadap gaya hidup masyarakat
modern. Selain itu, aspek transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf mengalami peningkatan
signifikan melalui integrasi teknologi digital. Donatur diberikan fasilitas untuk memantau progres
penggunaan dana wakaf secara real-time, termasuk laporan pengelolaan, distribusi manfaat, serta capaian
program, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf yang
bersangkutan[11]. Dalam surat Al-Qur’an Al-Bagarah ayat 261:

B 408 Ji 08 8 i i il AR RS e B g4l (st Gl i
Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-
orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai
ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas
lagi Maha Mengetahui”. (Q.S Al-Bagarah ayat 261)

Ayat tersebut menegaskan urgensi infak yang bersifat produktif dan berdampak nyata, di mana
kebermanfaatannya dapat ditelusuri serta dievaluasi secara transparan. Dalam konteks digitalisasi wakaf,
terdapat beragam bentuk implementasi yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Salah satu
bentuknya adalah wakaf uang, yang kini dapat disalurkan melalui mekanisme transfer daring, mempermudah
proses donasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Selain itu, wakaf aset digital juga mulai
berkembang, mencakup bentuk seperti cryptocurrency dan kepemilikan saham yang diwakafkan secara legal.

Tidak hanya terbatas pada aspek finansial, wakaf digital juga mencakup kontribusi dalam bentuk layanan
berbasis teknologi, seperti pengembangan perangkat lunak, aplikasi, atau platform edukatif yang dihibahkan
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untuk kepentingan umat. Jenis wakaf ini merepresentasikan bentuk partisipasi filantropi digital yang selaras
dengan kebutuhan zaman dan relevan bagi generasi Muslim yang melek teknologi. Dengan demikian,
digitalisasi wakaf tidak hanya memperluas instrumen wakaf, tetapi juga membuka ruang inovatif bagi umat
Islam untuk terlibat dalam pembangunan sosial melalui cara-cara yang kontekstual dan adaptif terhadap
dinamika era digital[12].

2.2. Karakteristik Non Fungible Token

Non-Fungible Token (NFT) merupakan representasi digital atas suatu aset yang bersifat unik dan tidak dapat
dipertukarkan secara setara dengan token digital lainnya. Dalam teknologi blockchain, NFT didefinisikan
sebagai unit data yang tidak dapat diduplikasi, karena setiap token memiliki identitas kode tersendiri yang
membedakannya secara eksklusif dari token lain. Oleh sebab itu, NFT tidak memiliki sifat interchangeability
sebagaimana yang dimiliki oleh aset kripto konvensional. Berbeda dari mata uang kripto seperti Bitcoin atau
Ethereum yang bersifat fungible, di mana satu unit memiliki nilai yang identik dengan unit lainnya. NFT
mengandung nilai keunikan yang tidak dapat disubstitusikan. Sebagai contoh, satu NFT yang
merepresentasikan karya seni digital tertentu tidak dapat digantikan oleh NFT lain, meskipun keduanya
mungkin berada dalam kategori yang sama secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa NFT lebih menyerupai
barang koleksi digital daripada instrumen pertukaran[13].

NFT dibangun di atas infrastruktur teknologi blockchain, yakni sistem pencatatan terdistribusi yang bersifat
permanen dan transparan. Meskipun jaringan Ethereum saat ini merupakan platform dominan dalam
pengembangan NFT, berbagai blockchain lain seperti Binance Smart Chain dan Flow juga telah
mengembangkan dukungan terhadap token jenis ini. Keberadaan blockchain memungkinkan seluruh
transaksi terkait NFT, baik jual beli maupun alih kepemilikan tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi
oleh publik. Teknologi blockchain memberikan jaminan otentikasi dan kepemilikan terhadap NFT, karena
data yang tersimpan dalam jaringan tersebut tidak dapat diubah secara sepihak. Oleh karena itu, setiap
aktivitas yang melibatkan NFT akan tercatat dalam blok transaksi, menjadikan proses pelacakan riwayat
kepemilikan dan validitas aset menjadi sangat transparan dan akuntabel [14].

NFT memiliki karakteristik khusus yang membedakannya secara signifikan dari aset digital konvensional.
Sifat utamanya yang tidak dapat dipertukarkan (non-fungible) menjadikan setiap NFT bersifat unik dan tidak
dapat diduplikasi. Keunikan ini ditentukan oleh kode identifikasi khusus yang tercatat secara permanen dalam
sistem blockchain, yaitu sebuah teknologi buku besar terdesentralisasi yang menjamin keamanan,
transparansi, dan integritas data. Kode tersebut berfungsi layaknya sertifikat digital atas keaslian suatu aset,
yang tidak dapat direplikasi ataupun dipalsukan. Dengan demikian, NFT berperan sebagai bukti kepemilikan
sah atas aset digital tertentu, sebagaimana sertifikat autentikasi terhadap karya seni fisik yang langka. Sama
halnya dengan lukisan “Mona Lisa” yang hanya memiliki satu versi asli, NFT juga mewakili klaim eksklusif
terhadap suatu karya digital. Setiap transaksi yang melibatkan NFT, baik dalam bentuk jual beli maupun alih
kepemilikan, terekam secara transparan dan tidak dapat dihapus dari blockchain, sehingga memungkinkan
publik untuk melacak riwayat kepemilikan secara terbuka. Hal ini memberikan tingkat kepercayaan yang
tinggi kepada pemilik NFT, karena validitas dan legalitas aset digital mereka dapat diverifikasi kapan saja
melalui jaringan blockchain yang bersifat publik.

Keandalan sistem verifikasi berbasis blockchain tersebut telah mendorong penggunaan NFT melampaui
sekadar koleksi seni digital, menuju pemanfaatan yang lebih luas dalam bentuk sertifikasi hak milik, tiket
digital untuk acara tertentu, bahkan pengelolaan identitas virtual. Kemampuan NFT untuk menjamin
orisinalitas dan keunikan aset telah menarik minat investor, menjadikan NFT sebagai alternatif instrumen
investasi yang potensial. Nilainya yang cenderung fluktuatif, tetapi berpotensi meningkat seiring
pertumbuhan permintaan pasar, membuat NFT dipandang sebagai aset berisiko tinggi namun juga
menjanjikan dalam jangka panjang. Salah satu fitur tambahan yang memberikan daya tarik bagi kreator
adalah sistem royalti otomatis, yang memungkinkan mereka memperoleh bagian keuntungan setiap kali NFT
mereka diperjualbelikan di pasar sekunder. Mekanisme ini memberikan insentif berkelanjutan bagi para
seniman, musisi, dan kreator konten digital untuk terus memproduksi karya orisinal dalam bentuk NFT.
Dengan demikian, NFT bukan hanya representasi nilai ekonomi dari aset digital, tetapi juga simbol inovasi
dalam monetisasi karya serta kontribusi terhadap ekonomi kreatif digital secara global[15].

3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research).
Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis normatif dan konseptual mengenai
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penggunaan NFT sebagai instrumen wakaf digital dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari literatur primer seperti kitab fikih klasik dan fatwa-fatwa ulama terkait wakaf, serta
literatur sekunder berupa jurnal akademik, laporan industri fintech syariah, peraturan dari otoritas terkait
seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta berbagai publikasi yang
membahas perkembangan NFT dalam ekonomi digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah
literatur terhadap berbagai sumber yang relevan untuk memahami konsep, potensi, serta tantangan dalam
penerapan NFT sebagai instrumen wakaf.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan
magashid syariah dan prinsip ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan mengkaji apakah NFT memenuhi
prinsip-prinsip syariah dalam konteks wakaf, serta bagaimana implementasinya dalam pengelolaan aset
wakaf digital. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan studi-studi terdahulu yang membahas wakaf
digital dan ekonomi berbasis blockchain untuk menemukan keunggulan dan kelemahan model NFT dalam
sistem wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan
konsep wakaf digital serta menjadi acuan bagi para regulator dan praktisi dalam mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi NFT dalam filantropi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Tinjauan Konseptual NFT sebagai Instrumen Wakaf

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset digital berbasis blockchain yang memiliki karakteristik unik dan
tidak dapat ditukar secara langsung dengan aset lain yang memiliki nilai serupa. NFT digunakan untuk
merepresentasikan kepemilikan digital atas berbagai bentuk aset, termasuk karya seni, foto, musik, properti
virtual, dan aset berharga lainnya [16]. Dalam perspektif ekonomi Islam, NFT mulai diperbincangkan sebagai
potensi instrumen wakaf digital yang dapat merevolusi cara pengelolaan dan distribusi manfaat wakaf. Wakaf
sendiri merupakan instrumen filantropi Islam yang bertujuan untuk menahan pokok harta (tahbis al-ashl) dan
menyalurkan manfaatnya (tasbil al-manfa‘ah) kepada masyarakat [17].

Secara teoritis, aset yang diwakafkan harus memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan dan tidak boleh
mengalami penyusutan atau kehilangan nilai secara drastis. Dalam praktik tradisional, wakaf biasanya
berbentuk tanah, bangunan, atau aset fisik lainnya yang dapat digunakan dalam jangka panjang untuk
kepentingan umat [18]. Namun, dengan berkembangnya ekonomi digital, muncul pertanyaan apakah NFT
dapat dianggap sebagai aset wakaf yang sah. NFT dapat mewakili kepemilikan aset digital maupun fisik, dan
dalam beberapa kasus, NFT juga digunakan sebagai sertifikat digital atas aset yang memiliki manfaat nyata,
seperti hak kepemilikan properti atau lisensi karya intelektual. Oleh karena itu, potensi NFT sebagai wakaf
digital dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan manfaat yang terus berkelanjutan serta
transparansi dalam sistem pencatatannya melalui blockchain.

Penerapan NFT dalam wakaf dapat dilakukan dalam beberapa skema. Salah satu skema yang memungkinkan
adalah tokenisasi aset wakaf, di mana aset fisik seperti tanah atau bangunan diwakafkan dalam bentuk NFT
sehingga kepemilikannya dapat dipantau dengan lebih transparan. Dalam skema ini, NFT berfungsi sebagai
representasi digital dari aset wakaf, yang dapat memperjelas status kepemilikan dan mempermudah distribusi
manfaatnya. Contohnya, jika sebuah gedung sekolah diwakafkan dalam bentuk NFT, maka status
kepemilikan gedung tersebut dapat ditelusuri secara digital, dan pihak yang berhak mengelola serta
mendapatkan manfaatnya dapat diprogram melalui smart contract. Dengan demikian, wakaf berbasis NFT
dapat mengurangi potensi sengketa kepemilikan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf
[19].

Selain itu, NFT juga dapat digunakan untuk mewakili aset digital yang memiliki manfaat ekonomi
berkelanjutan, seperti hak royalti. Dalam skema ini, individu yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat
mewakafkan sebagian atau seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut melalui NFT. Misalnya,
seorang penulis dapat menerbitkan NFT yang mewakili hak royalti dari bukunya, lalu mewakafkan NFT
tersebut sehingga setiap pendapatan dari penjualan buku otomatis disalurkan untuk kepentingan sosial. Model
ini memungkinkan wakaf tidak hanya terbatas pada aset fisik, tetapi juga pada aset berbasis pengetahuan dan
teknologi yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan umat [20].
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Model wakaf berbasis NFT (Non-Fungible Token) merupakan inovasi baru dalam pengelolaan wakaf
produktif yang memanfaatkan teknologi blockchain. Proses ini melibatkan tiga komponen utama: wagqif
sebagai pihak yang mewakafkan aset digital, lembaga wakaf sebagai pengelola, serta asnafpreneurs sebagai
pihak penerima manfaat yang diberdayakan melalui skema usaha produktif. Berikut adalah tahapan
prosesnya secara sistematis:

NFT Marketplace I

—— l'_

=
oA
: H Grant licences to
H NFT holders

Foundation
gl PR = it
Individual ei@iﬂ

g Wagf Institution Asnafpreneurs

Corporate

Waagqif

Gambar 1. Skema Model Wakaf NFT
Sumber : data primer (diolah)

Pertama, proses dimulai dari wagif yang memiliki aset digital dalam bentuk NFT. NFT ini dapat berupa karya
seni digital, hak kekayaan intelektual, aset metaverse, ataupun sertifikat properti berbasis tokenisasi. Aset ini
disimpan dalam dompet digital pribadi wagqif. Setelah itu, waqif menyatakan niat wakafnya secara eksplisit,
baik secara lisan maupun tertulis dalam platform digital, kemudian memindahkan NFT tersebut ke dompet
digital resmi milik lembaga wakaf. Pemindahan ini dilakukan melalui smart contract yang dirancang khusus
untuk wakaf, dengan mencantumkan jenis akad wakaf (muabbad atau mu’aqqat), serta tujuan
penggunaannya.

Kedua, setelah menerima NFT dari waqif, lembaga wakaf bertanggung jawab untuk melakukan proses
verifikasi dan validasi atas keabsahan kepemilikan dan legalitas NFT yang diterima. Validasi ini juga
mencakup penilaian manfaat ekonomi dari NFT serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk
memastikan bahwa objek wakaf tidak mengandung unsur haram seperti riba, maysir, atau gharar. Setelah
validasi selesai, NFT tersebut dicatat dalam sistem blockchain publik guna menjamin transparansi dan
akuntabilitas.

Ketiga, lembaga wakaf kemudian mengelola aset NFT tersebut dengan dua opsi strategis, yaitu: (1)
memanfaatkannya secara langsung sebagai aset wakaf produktif misalnya melalui hak cipta, akses konten,
atau lisensi digital yang memberikan royalti berkelanjutan; atau (2) mengonversinya menjadi dana tunai
melalui marketplace NFT yang sesuai prinsip syariah. Dana hasil pengelolaan NFT ini dimasukkan ke dalam
portofolio dana wakaf produktif dan dialokasikan untuk sektor-sektor pemberdayaan ekonomi.

Keempat, hasil dari pengelolaan NFT, baik dalam bentuk royalti, hasil penjualan, maupun keuntungan
investasi, selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf, yaitu kelompok asnaf yang memiliki
potensi kewirausahaan. Mereka diberdayakan menjadi asnafpreneurs, yaitu pelaku usaha mikro yang
mendapatkan modal kerja, pelatihan, dan akses pasar melalui skema pembiayaan wakaf produktif. Proses ini
tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi mustahik, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah
berbasis keadilan dan keberlanjutan. Seluruh aktivitas dari proses wakaf NFT ini dicatat dan dimonitor secara
otomatis melalui sistem smart contract di atas platform blockchain. Dengan demikian, wagqif, lembaga wakaf,
dan masyarakat dapat mengakses informasi transaksi secara real-time melalui dashboard wakaf digital.
Mekanisme ini menciptakan sistem pelaporan yang akuntabel, transparan, serta dapat diaudit, sesuai dengan
prinsip amanah dan maslahah dalam pengelolaan harta wakaf.

Pada perspektif fikih, muncul pertanyaan apakah NFT dapat dikategorikan sebagai mal mutagawwim, yaitu
harta yang diakui nilai dan kepemilikannya dalam Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa NFT, meskipun
berbentuk digital, dapat dianggap sebagai harta karena memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan.
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Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa NFT masih terlalu abstrak dan tidak memiliki manfaat riil yang
dapat dikategorikan sebagai harta dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad dan kajian
lebih lanjut mengenai status hukum NFT dalam Islam, terutama dalam konteks penggunaannya sebagai
instrumen wakaf.

4.2Peluang NFT dalam Optimalisasi Wakaf Digital

NFT (Non-Fungible Token) memiliki potensi besar dalam optimalisasi wakaf digital dengan berbagai
keunggulan yang ditawarkannya. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan NFT, sistem wakaf dapat
ditingkatkan dalam hal pencatatan, kepemilikan, distribusi manfaat, serta keterlibatan masyarakat dalam
donasi wakaf. Teknologi NFT memungkinkan aset wakaf memiliki bukti kepemilikan yang tercatat secara
digital, tidak dapat diubah, serta dapat dilacak dengan transparan oleh publik, sehingga meminimalkan risiko
penyalahgunaan [21].

4.2.1. Transparansi dan Keamanan dalam Pengelolaan Wakaf

Dengan men-tokenisasi aset wakaf melalui NFT, setiap aset akan memiliki identitas digital yang unik dan
tercatat secara permanen dalam jaringan blockchain. Seluruh transaksi yang terkait dengan pengelolaan
wakaf seperti perolehan aset, alokasi dana, hingga distribusi manfaat dapat direkam secara otomatis dan
transparan. Fitur ini tidak hanya meminimalisasi potensi penyelewengan, tetapi juga memungkinkan
masyarakat luas, termasuk wakif dan nazhir, untuk memverifikasi proses pengelolaan secara real-time tanpa
harus bergantung pada laporan manual dari lembaga pengelola. Lebih jauh lagi, integrasi smart contract
dalam sistem ini dapat memastikan bahwa setiap distribusi manfaat dilakukan secara otomatis berdasarkan
ketentuan syariah yang telah ditentukan, sehingga prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam wakaf benar-
benar terwujud secara sistemik dan terpercaya.

4.2.2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Tokenisasi Wakaf

NFT dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus
memiliki aset fisik dalam jumlah besar. Dalam sistem wakaf konvensional, individu yang ingin berwakaf
biasanya harus memiliki aset yang cukup besar, seperti tanah atau bangunan, agar bisa diwakafkan. Namun,
dengan konsep tokenisasi, sebuah aset wakaf dapat dipecah menjadi beberapa NFT, sehingga banyak orang
dapat berpartisipasi dalam wakaf meskipun dengan nominal yang lebih kecil. Sebagai contoh, sebuah tanah
wakaf dapat direpresentasikan dalam 1.000 NFT, dan setiap individu yang membeli satu NFT secara otomatis
menjadi bagian dari wakif (pemberi wakaf). Model ini memungkinkan inklusivitas yang lebih tinggi dalam
filantropi Islam, di mana siapa saja dapat ikut serta dalam wakaf, baik dalam skala kecil maupun besar.

4.2.3. Efisiensi dan Kecepatan dalam Distribusi Manfaat Wakaf

Dalam sistem wakaf tradisional, proses distribusi manfaat sering kali mengalami keterlambatan akibat
birokrasi yang panjang serta kurangnya sistem manajemen yang efisien. Dengan menggunakan smart contract
berbasis blockchain, distribusi manfaat dari aset wakaf dapat dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan
pihak ketiga. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah diwakafkan melalui NFT, maka dana yang diperoleh dari
pemanfaatan sekolah tersebut dapat langsung dialokasikan kepada penerima manfaat tanpa perlu melalui
banyak tahapan administrasi. Smart contract memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan
kesepakatan awal, sehingga mengurangi risiko korupsi atau penyalahgunaan dana wakaf.

4.2.4. Meningkatkan Likuiditas Aset Wakaf

Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan wakaf konvensional adalah keterbatasan dalam memanfaatkan
aset yang bersifat tidak likuid, seperti tanah, bangunan, atau infrastruktur. Aset-aset ini memang bernilai
tinggi, namun proses pemanfaatannya sering kali memerlukan waktu lama dan biaya besar, serta tidak
fleksibel dalam alokasi manfaatnya. Melalui penerapan teknologi NFT, aset-aset tersebut dapat ditokenisasi,
yaitu diubah menjadi representasi digital yang dapat diperdagangkan atau dialihkan secara parsial tanpa harus
mengubah kepemilikan fisik aslinya. Hal ini membuka peluang baru dalam mempercepat distribusi manfaat
wakaf serta memperluas partisipasi publik dalam kegiatan filantropi berbasis aset.

Tokenisasi aset wakaf memungkinkan model-model baru pengelolaan seperti fractional ownership
(kepemilikan pecahan), di mana masyarakat dapat turut serta dalam pengelolaan aset wakaf melalui
kepemilikan NFT. Misalnya, satu lahan wakaf bisa dipecah menjadi beberapa token NFT yang masing-
masing merepresentasikan bagian dari pendapatan sewa atau hasil usaha yang dilakukan di atas lahan
tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan aset yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap
kebutuhan zaman. Di sisi lain, likuiditas yang meningkat juga akan membuka peluang untuk memperluas
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dampak sosial ekonomi wakaf ke sektor-sektor yang sebelumnya belum tersentuh, seperti pengembangan
UMKM berbasis wakaf produktif atau pembiayaan mikro berbasis hasil dari token NFT wakaf.

4.2.5. Potensi Wakaf NFT dalam Bidang Pendidikan dan Riset

Pemanfaatan NFT dalam bidang pendidikan dan riset membuka paradigma baru dalam pengembangan wakaf
berbasis kekayaan intelektual. Di era digital, karya ilmiah dan produk intelektual seperti e-book, modul
pembelajaran, paten, serta hasil riset dapat didigitalisasi dan diproteksi melalui teknologi NFT. Dengan
demikian, hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat dikelola secara profesional dan transparan, lalu hasil
pemanfaatannya baik dalam bentuk royalti, lisensi, maupun penjualan dapat disalurkan sebagai dana wakaf.
Skema ini memungkinkan para akademisi, peneliti, maupun institusi pendidikan untuk mewakafkan hasil
karya mereka dengan cara yang modern, terukur, dan berkelanjutan.

Keunggulan NFT dalam hal pelacakan kepemilikan dan distribusi hasil secara otomatis melalui smart
contract menjadikan proses penyaluran manfaat wakaf menjadi lebih efisien dan akuntabel. Royalti yang
terkumpul dapat langsung digunakan untuk membiayai beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, mendanai
riset-riset unggulan, hingga membangun laboratorium atau perpustakaan di daerah terpencil. Lebih dari itu,
model ini juga dapat membentuk ekosistem kolaboratif antara pencipta, institusi pendidikan, dan donatur
wakaf dalam menciptakan sumber daya pendidikan yang inklusif. Dengan adanya insentif sosial dan spiritual
yang melekat dalam konsep wakaf, NFT dapat mendorong lebih banyak insan akademik untuk turut
berkontribusi dalam pembangunan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan melalui instrumen wakaf digital.

4.2.6. Pemanfaatan NFT dalam Wakaf Kesehatan

Selain pendidikan, NFT juga memiliki potensi besar dalam bidang kesehatan. Misalnya, sebuah rumah sakit
atau Kklinik dapat didanai melalui wakaf NFT, di mana setiap NFT yang diterbitkan mewakili kontribusi
donatur dalam membangun atau mengoperasikan fasilitas kesehatan tersebut. Melalui teknologi blockchain,
pengelolaan dana wakaf untuk rumah sakit dapat dilakukan secara transparan, sehingga memastikan bahwa
dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, NFT juga dapat digunakan untuk membiayai pengembangan obat-obatan dan terapi medis berbasis
wakaf, di mana hasil keuntungannya dialokasikan untuk mendukung akses kesehatan bagi masyarakat
miskin.

4.2.7. NFT Sebagai Solusi dalam Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan inovasi penting dalam pengelolaan harta wakaf yang bertujuan untuk
memaksimalkan potensi ekonomi dari aset yang diwakafkan. Tidak seperti wakaf tradisional yang umumnya
bersifat pasif seperti tanah makam atau masjid, wakaf produktif menekankan pada pemanfaatan aset untuk
kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini kemudian didistribusikan untuk
kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam hal ini,
prinsip utama wakaf tetap dijaga, yaitu harta pokok tidak berkurang, sementara manfaatnya terus mengalir.
Namun, realisasi wakaf produktif dalam praktik seringkali menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas
dan efisiensi pengelolaan, terutama ketika menyangkut aset-aset yang bernilai besar dan melibatkan banyak
pihak.

Dengan hadirnya teknologi NFT (Non-Fungible Token), tantangan dalam implementasi wakaf produktif
dapat diatasi secara signifikan. NFT memungkinkan tokenisasi aset wakaf, sehingga setiap aset memiliki
identitas digital yang unik dan dapat dilacak secara transparan di jaringan blockchain. Misalnya, tanah wakaf
yang dijadikan lahan pertanian dapat diubah menjadi NFT, di mana informasi terkait pemanfaatan, hasil
panen, dan distribusi keuntungan dapat tercatat secara real-time dan tidak dapat dimanipulasi. Transparansi
ini memberikan jaminan kepada wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan penerima manfaat
bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosial yang diharapkan. Di samping
itu, NFT juga memudahkan kolaborasi lintas wilayah, karena aset wakaf dapat dilihat dan diakses secara
global, membuka peluang kontribusi dari diaspora Muslim dan investor sosial dari berbagai negara.

Sistem NFT dalam wakaf produktif juga mendorong model bisnis sosial yang berkelanjutan dan inklusif.
Keuntungan dari aset yang telah di-tokenisasi tidak hanya mengalir kepada penerima manfaat, tetapi juga
dapat digunakan kembali untuk investasi sosial jangka panjang. Misalnya, sebagian hasil dari panen lahan
wakaf bisa digunakan untuk mengembangkan lahan baru, membiayai pelatihan pertanian untuk masyarakat
sekitar, atau membangun infrastruktur yang mendukung kemandirian ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini,
wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah dan filantropi, tetapi juga bertransformasi menjadi mekanisme
pembangunan ekonomi umat berbasis teknologi. Hal ini sangat sejalan dengan maqasid al-shari‘ah yang
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menekankan pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan, serta menjadikan wakaf sebagai pilar utama
dalam sistem ekonomi Islam modern [22].

4.3Tantangan NFT dalam Implementasi Wakaf Digital

Meskipun NFT (Non-Fungible Token) menawarkan peluang besar dalam optimalisasi wakaf digital,
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya
bersumber dari aspek teknologi, tetapi juga dari regulasi, kepatuhan terhadap syariah, serta penerimaan
masyarakat terhadap konsep baru ini. Oleh karena itu, sebelum NFT dapat diadopsi secara luas dalam sistem
wakaf, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kendala-kendala yang ada serta strategi untuk
mengatasinya. Dalam bagian ini, tantangan utama dalam implementasi NFT dalam wakaf digital akan
dibahas secara rinci [23].

4.3.1. Tantangan Regulasi dan Kepastian Hukum

Implementasi NFT sebagai instrumen wakaf digital menghadirkan tantangan serius dalam konteks regulasi
dan kepastian hukum, khususnya di negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang masih dalam tahap
adaptasi terhadap teknologi baru. Ketidakjelasan status hukum NFT sebagai aset digital menyulitkan lembaga
wakaf dalam menentukan kerangka hukum yang tepat untuk mendayagunakan teknologi ini secara sah. Selain
persoalan pengakuan legal, belum adanya perangkat hukum yang dapat mengatur tata kelola NFT—mulai
dari proses pendaftaran, pencatatan, hingga mekanisme pelaporan wakaf berbasis digital—membuat
instrumen ini masih rawan terhadap penyalahgunaan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip keuangan
syariah. Hal ini menjadi krusial karena dalam konteks wakaf, aspek kepercayaan dan akuntabilitas
pengelolaan harta wakaf sangat menentukan keberlangsungan serta penerimaan masyarakat terhadap inovasi
ini.

Di tingkat global, ketiadaan harmonisasi regulasi juga menambah lapisan kompleksitas. Transaksi berbasis
NFT yang bersifat borderless dapat menimbulkan konflik yurisdiksi, apalagi jika wakif dan nazhir berada di
negara yang memiliki kerangka hukum berbeda terkait aset digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara
regulator nasional, otoritas Kkeuangan syariah, serta pemangku kepentingan internasional untuk
mengembangkan pedoman yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif masing-masing negara, tetapi juga
sejalan dengan maqasid al-shari‘ah. Langkah konkret seperti pembentukan regulasi inklusif, penyusunan
standar teknis NFT wakaf, serta pembinaan hukum bagi pelaku industri digital wakaf menjadi sangat penting
guna menciptakan ekosistem yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

4.3.2. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dalam perspektif syariah, tantangan utama penggunaan NFT sebagai instrumen wakaf bukan hanya terletak
pada aspek teknologi, tetapi juga pada pemenuhan kriteria harta wakaf yang sah menurut ketentuan figih.
NFT harus diklasifikasikan sebagai mal mutagawwim, yaitu harta yang bernilai, memiliki manfaat, dan
diperbolehkan secara syar’i untuk dimiliki dan ditransaksikan. Permasalahannya, sebagian besar NFT di
pasar saat ini lebih banyak berisi aset yang bersifat spekulatif, seperti karya seni digital atau barang koleksi
yang tidak selalu memiliki manfaat jangka panjang yang jelas. Dalam konteks wakaf, harta yang
disumbangkan harus memberi manfaat berkelanjutan (istimrariyah al-manfa‘ah), sedangkan NFT yang
nilainya fluktuatif dan berisiko tinggi dapat menimbulkan gharar dan merusak tujuan dari wakaf itu sendiri.

Untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sangat diperlukan kejelasan
mengenai jenis NFT yang dapat dikategorikan sebagai aset wakaf syar‘i. Misalnya, NFT yang
merepresentasikan kepemilikan atas aset riil seperti tanah, bangunan, atau lisensi atas penggunaan teknologi
tertentu dapat dipertimbangkan sebagai objek wakaf selama nilai dan manfaatnya jelas serta berkelanjutan.
Dalam hal ini, peran lembaga fatwa sangat krusial dalam menetapkan parameter halal-haram dan memberikan
pedoman implementatif agar pemanfaatan NFT benar-benar sesuai dengan maqasid al-shari‘ah. Selain itu,
dibutuhkan inovasi dalam kerangka fikih muamalah digital yang mampu merespons dinamika perkembangan
teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah, agar wakaf digital berbasis NFT benar-benar dapat
menjadi instrumen pemberdayaan umat yang aman dan sah secara hukum agama.

4.3.3. Volatilitas dan Risiko Pasar NFT

Pasar NFT dikenal sangat fluktuatif, dengan harga aset digital yang dapat naik dan turun secara drastis dalam
waktu singkat. Volatilitas ini menjadi tantangan besar dalam konteks wakaf, karena aset wakaf seharusnya
bersifat stabil dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jika NFT yang diwakafkan mengalami
penurunan nilai yang signifikan, maka manfaat yang seharusnya diterima oleh penerima wakaf juga akan
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berkurang. Selain itu, risiko likuiditas juga menjadi perhatian, karena tidak semua NFT dapat dengan mudah
dijual atau ditukar dengan aset lain jika diperlukan. Oleh karena itu, sebelum NFT dapat digunakan sebagai
instrumen wakaf, diperlukan model yang dapat mengurangi risiko volatilitas dan memastikan bahwa nilai
NFT tetap stabil dalam jangka panjang. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan mekanisme
tokenisasi berbasis aset riil yang memiliki nilai intrinsik, seperti properti atau sumber daya produktif.

4.3.4. Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Digital

Implementasi NFT dalam wakaf digital juga membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih dan aman.
Salah satu kekhawatiran utama dalam ekosistem blockchain adalah risiko keamanan, seperti peretasan
(hacking), pencurian data, atau kehilangan akses ke dompet digital (wallet) yang menyimpan NFT wakaf.
Jika NFT wakaf hilang atau dicuri, maka aset yang diwakafkan juga berpotensi tidak dapat digunakan sesuai
peruntukannya. Oleh karena itu, sistem keamanan harus diperkuat dengan standar enkripsi yang tinggi serta
pengembangan smart contract yang dapat menjamin transparansi dan keabsahan transaksi. Selain itu, tidak
semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi blockchain dan NFT, sehingga
diperlukan edukasi serta pendampingan agar wakaf berbasis NFT dapat diakses oleh lebih banyak orang
tanpa risiko kesalahan teknis.

4.3.5. Rendahnya L.iterasi Digital Masyarakat

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama
dalam memahami konsep blockchain, NFT, dan aset digital lainnya. Sebagian besar masyarakat masih
terbiasa dengan model wakaf konvensional yang berbasis aset fisik seperti tanah, bangunan, atau uang tunai.
Konsep NFT sebagai wakaf digital masih relatif baru dan belum banyak dipahami oleh publik, sehingga ada
kemungkinan resistensi dalam penerapannya. Selain itu, kurangnya edukasi tentang teknologi blockchain
juga dapat menyebabkan masyarakat ragu untuk menggunakan NFT dalam wakaf, terutama karena adanya
stigma bahwa aset digital cenderung bersifat spekulatif dan tidak memiliki manfaat nyata. Oleh karena itu,
diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai manfaat dan mekanisme penggunaan NFT dalam wakaf digital.

4.3.6. Risiko Kehilangan Akses dan Kepemilikan NFT Wakaf

Salah satu tantangan teknis yang cukup krusial dalam implementasi NFT wakaf adalah risiko kehilangan
akses terhadap dompet digital yang menyimpan aset NFT tersebut. Dalam sistem blockchain, kontrol atas
aset digital sepenuhnya berada di tangan pemilik private key. Artinya, apabila private key tersebut hilang,
dicuri, atau tidak terdokumentasi dengan baik, maka aset NFT di dalamnya akan hilang secara permanen dan
tidak dapat dipulihkan, karena tidak ada pihak ketiga atau otoritas pusat yang dapat membantu memulihkan
akses. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perbankan tradisional yang masih memungkinkan pengembalian
akses melalui proses otentikasi identitas. Dalam konteks wakaf, kehilangan aset ini tentu akan berdampak
serius, karena menyangkut keberlangsungan manfaat sosial yang seharusnya diterima oleh penerima wakaf.

Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan sistem pengelolaan keamanan digital yang matang dan sesuai
dengan prinsip tata kelola yang baik. Salah satu solusinya adalah penggunaan dompet multisignature (multi-
tanda tangan) di mana akses terhadap NFT tidak hanya dimiliki oleh satu pihak, tetapi harus disetujui oleh
beberapa pihak (misalnya, pengelola, auditor, dan dewan pengawas syariah) untuk melakukan transaksi
penting. Alternatif lainnya adalah memanfaatkan sistem penyimpanan terdesentralisasi yang dilengkapi
dengan fitur pemulihan akses berbasis biometrik atau pengelolaan hak akses berlapis. Di samping itu, edukasi
bagi nadzir terkait manajemen aset digital sangat penting untuk memastikan bahwa risiko teknis tidak
menjadi penghalang dalam optimalisasi potensi wakaf digital berbasis NFT.

4.3.7. Biaya Transaksi dan Efisiensi Penggunaan Blockchain

Isu lain yang tidak kalah penting dalam implementasi NFT wakaf adalah tingginya biaya transaksi (gas fee)
dalam beberapa jaringan blockchain. Gas fee adalah biaya yang harus dibayar untuk menjalankan transaksi
atau fungsi kontrak pintar dalam ekosistem blockchain. Pada jaringan seperti Ethereum, biaya ini bisa sangat
fluktuatif dan mahal tergantung pada tingkat kepadatan jaringan. Untuk lembaga wakaf, tingginya biaya ini
dapat menjadi beban tambahan yang tidak efisien, apalagi jika transaksi dilakukan secara berkala. Akibatnya,
sebagian besar dana yang semestinya dialokasikan untuk program sosial justru habis untuk menutupi biaya
teknis yang tidak memberikan dampak langsung kepada penerima manfaat.

Sebagai solusi, pemilihan jaringan blockchain yang lebih efisien dan ramah biaya sangat penting. Saat ini
tersedia beberapa alternatif seperti Polygon, Solana, atau Binance Smart Chain yang menawarkan biaya
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transaksi jauh lebih rendah dibanding Ethereum, tanpa mengorbankan keamanan dan skalabilitas. Selain itu,
pendekatan teknologi Layer 2 seperti Optimism dan Arbitrum juga dapat digunakan untuk mengurangi beban
gas fee dengan tetap memanfaatkan keamanan jaringan utama. Penggunaan solusi ini memungkinkan
lembaga pengelola wakaf untuk tetap menjaga efisiensi operasional dalam pengelolaan NFT, serta
memastikan bahwa sebagian besar dana wakaf dapat tersalurkan secara optimal untuk kepentingan umat.
Maka dari itu, adaptasi teknologi harus dibarengi dengan strategi teknis yang cermat agar implementasi NFT
benar-benar menjadi solusi, bukan beban tambahan dalam sistem wakaf digital.

4.3.8. Kesiapan Lembaga Wakaf dalam Mengadopsi Teknologi NFT

Transformasi digital dalam sektor wakaf, khususnya melalui adopsi teknologi NFT dan blockchain,
menghadirkan tantangan besar bagi sebagian besar lembaga wakaf yang masih beroperasi secara
konvensional. Banyak dari lembaga-lembaga ini yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai,
seperti sistem pencatatan digital, dompet kripto, atau akses terhadap platform blockchain. Keterbatasan ini
menyebabkan integrasi NFT sebagai aset wakaf digital belum dapat dilakukan secara optimal. Padahal,
digitalisasi ini sangat potensial untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan distribusi manfaat
wakaf, terutama di era ekonomi digital saat ini.

Selain persoalan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang cukup
signifikan. Sebagian besar pengelola wakaf, terutama di daerah, masih belum familiar dengan konsep
blockchain, NFT, dan pengelolaan aset digital. Kurangnya pemahaman ini bukan hanya berdampak pada
rendahnya kesiapan teknis, tetapi juga dapat memicu kekhawatiran dalam hal keabsahan dan keamanan
penggunaan teknologi tersebut. Tanpa pengetahuan yang cukup, risiko penyalahgunaan, kesalahan
pengelolaan, atau bahkan kerugian aset digital akan semakin besar. Oleh karena itu, aspek edukasi menjadi
kunci penting dalam mendukung kesiapan lembaga wakaf menghadapi era digitalisasi ini.

Guna mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, serta
kolaborasi dengan institusi teknologi dan keuangan syariah. Lembaga wakaf dapat bekerja sama dengan
startup blockchain, universitas, atau lembaga keuangan digital untuk memperoleh pendampingan teknis
dalam membangun sistem NFT wakaf yang terstandarisasi dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian,
proses digitalisasi tidak hanya berlangsung pada level teknologi, tetapi juga memperkuat aspek tata kelola,
manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi. Perlu pula dirumuskan panduan operasional dan
kebijakan internal terkait penerapan NFT agar proses adopsinya berjalan sistematis dan berkelanjutan.

Dukungan dari regulator seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan OJK Syariah
sangat dibutuhkan untuk memberikan kerangka hukum dan fatwa yang jelas dalam penerapan NFT sebagai
instrumen wakaf. Standarisasi dalam praktik ini penting agar tidak menimbulkan disparitas antara lembaga
satu dengan lainnya serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam bentuk penawaran wakaf digital yang
tidak kredibel. Jika seluruh aspek kesiapan—Dbaik teknis, SDM, maupun kelembagaan—dapat diatasi secara
menyeluruh, maka teknologi NFT berpotensi besar menjadi katalis dalam mendorong transformasi wakaf
menjadi lebih inklusif, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Namun, salah satu tantangan terbesar dalam menjadikan NFT sebagai instrumen wakaf adalah sifat spekulatif
dari pasar NFT itu sendiri. NFT sering kali diperdagangkan dengan harga yang berfluktuasi secara ekstrem,
tergantung pada permintaan pasar dan faktor-faktor eksternal lainnya. Dalam ekonomi Islam, unsur gharar
(ketidakpastian) dan maisir (spekulasi) harus dihindari, terutama dalam transaksi yang berkaitan dengan aset
wakaf. Oleh karena itu, agar NFT dapat memenuhi prinsip syariah dalam wakaf, harus ada mekanisme yang
memastikan bahwa NFT yang diwakafkan tidak terlibat dalam aktivitas spekulatif dan memiliki nilai yang
stabil serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.

5.  KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan sistem
pengelolaan yang transparan serta akuntabel. Dalam era digital, NFT memiliki potensi sebagai media
sertifikasi aset wakaf yang tidak hanya menjamin keaslian dan kepemilikan aset, tetapi juga mendukung
pelacakan manfaat secara real-time. Konsep tokenisasi aset wakaf melalui NFT membuka peluang baru
dalam pengelolaan wakaf produktif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam skala lebih luas, termasuk
generasi digital-native. Dalam analisis fikih muamalah, penggunaan NFT dapat dibenarkan selama
memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kepemilikan yang sah (milkiyyah), manfaat yang berkelanjutan,
serta bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. NFT dapat dikategorikan sebagai mal mutagawwim apabila
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ia memiliki nilai ekonomi yang nyata dan manfaat yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu,
dengan ketentuan fikih yang jelas dan mekanisme akad yang tepat, NFT dapat dijadikan instrumen wakaf
yang sah dan sesuai dengan magashid syariah. Penerapan NFT dalam wakaf digital menyimpan peluang
besar, seperti efisiensi distribusi manfaat, peningkatan literasi digital keuangan Islam, dan penyediaan model
wakaf yang lebih inklusif. Namun demikian, implementasinya menghadapi tantangan serius, termasuk
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi NFT, belum adanya regulasi spesifik, serta risiko
volatilitas dan keamanan aset digital. Untuk itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga wakaf, ulama,
dan pelaku teknologi guna membangun ekosistem wakaf digital yang aman, syariah-compliant, dan berdaya
guna tinggi bagi kesejahteraan umat.
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